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Abstrak 

Perusahaan sebagai perseroan terbatas dikarenakan organ perseroan mempunyai 

peran serta fungsi yang bersifat terbatas pula, dan setiap organ tersebut memiliki 

tugas dan tanggung jawab terhadap perseroan terbatas, maka dari itu setiap 

anggota Direksi maupun Komisaris wajib beritikad baik dan penuh tanggung 

jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Adapun tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui peran dan fungsi dewan direksi serta komisaris 

sebagai organ perseroan dalam menjalankan tugasnya. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana pendekatan masalah 

berdasarkan Putusan Nomor : 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sehingga hasil dari 

penelitian ini mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana Pasal 104 dan Pasal 115 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan 

bahwa dalam hal kepailitan maka setiap anggota direksi dan komisaris harus 

bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya apabila dalam kepengurusan 

Perseroan Terbatas tidak ada itikad baik, lalai, maupun bertindak diluar daripada 

anggaran dasar Perseroan. 

 

Kata kunci: perseroan terbatas, direksi, komisaris, kepailitan 

 

Abstract 

A company to be a limited liability company is a company in which the various 

organs have roles and functions, carrying out limited tasks, and each of these 

duties and carries responsibility in a limited liability company and so must play a 

good role. Therefore every member of the Board of Directors and Commissioners 

must have good intentions, and take full responsibility in carrying out their duties 

for the benefit of the company. The purpose of this study is to determine the role 

and function of the Board of Directors and Commissioners as the company's 

organs in carrying out their duties. The method used in this research is the 

normative juridical method, where the problem approach is based on Decision 

Number: 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. The results of this study regarding Limited 

Liability Companies as Article 104 and Article 115 of Law Number 40 of 2007 

concerning Limited Liability Companies state that in the event of bankruptcy, 
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each member of the Board of Directors and Commissioners must be responsible 

for their personal assets if there are no good intentions in the management of the 

Limited Liability Company, or if the Board of Directors or Commissioners act 

with negligence or outside of the articles of association of the company. 

Keywords: company, directors, commissioners, bankruptcy 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan 

masyarakat modern, karena dijadikan salah satu pusat kegiatan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga bagi negara 

keberadaan perusahaan tidak dipandang sebelah mata saja, melainkan 

kontribusinya sangat besar terutama mengenai pajak. Pada sektor lain, 

perusahaan merupakan wahana untuk menyalurkan kemampuan manusia 

sebagai penyedia jasa, pekerja, hingga kepada penentu mengenai kebijakan 

dari perusahaan tersebut. Usaha perusahaan atau yang menjalankan roda 

perusahaan seperti diibar atkan layaknya sebagai pedagang atau kegiatan 

perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan secara terus menerus, 

secara terang-terangan dimana  di dalamnya terdapat keuntungan.1 

Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat PT sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, merupakan 

bentuk kegiatan usaha ekonomi yang paling disuaki karena bentuk 

pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga 

member kemudahan bagi pemiliknya untuk mengalihkan perusahaannya 

kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimiliki pada 

perusahaan tersebut, selain itu bentuk perseroan terbatas juga memudahkan 

dalam mengumpulkan dana untuk modal daripada bentuk usaha lainnya, hal 

ini disebabkan pemilik dana (investor) menginginkan resiko dan biaya sekecil 

mungkin dalam melakukan investasi. 

Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 

menjelaskan suatu perseroan harus memiliki status sebagai badan hukum jika 

akta pendirian perseroan tersebut telah disahkan oleh menteri hukum dan hak 

asasi manusia, ini berarti secara prinsip pemegang saham selaku investor tidak 

bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat dan atas 

nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggung 

jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham 

tersebut hanya bertanggung jawab atas penyetoran penuh dari nilai saham 

yang diambil bagiannya, keadaan ini berbanding terbalik jika menilik nama 

perseroan tersebut belum berbadan hukum. 

 
1 Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung: Mandar Maju 

2000), hlm 5. 
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Perseroan Terbatas merupakan badan hukum atau artificial person 

yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukumnya melalui wakilnya, 

oleh karena itu perseroan juga dikatakan sebagai subjek hukum mandiri 

dengan mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum untuk 

melaksanakan segala hak dan kewajiban dalam hubungan itu sendiri. 

Keberadaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu subjek hukum yang 

mandiri tidak bergantung dari keberadaan pemegang sahamnya, para anggota 

direksi dan dewan komisaris. Pergantian pemegang saham, direksi atau 

komisaris tidak mempengaruhi keberadaan perseroan terbatas selaku “persona 

standi in judicio”.2 

Oleh karena sifat dan ciri tersebut membuat Perseroan Terbatas 

memunyai karakteristik sebagai asosiasi modal dalam hal pertanggung 

jawaban, apabila pemegang saham bertanggung jawab terhadap apa yang 

disetorkan atau tanggung jawab terbatas, sedangkan pengurus mempunyai 

tanggung jawab yang lebih mengenai kerugian perseroan tersebut lebih 

jauhnya, inilah yang membedakan fungsi pemisahan keduanya. 

Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi 

bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan 

dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan 

sepanjang bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), hal sebaliknya 

terjadi apabila direksi melakukan tindakan perbuatan yang merugikan 

perseroan hingga menyebabkan kepailitan, maka tindakan dan perbuatan 

tersebut tidak diakui dalam perseroan dan menjadi tanggung jawab pribadi 

direksi sebagaimana tercantum dalam pasal 104 Undang-undang perseroan 

terbatas No.40 tahun 2007. 

Hal lain juga dikatakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 

tersebut mengenai pasal 115, dimana dewan komisaris beserta para 

anggotanya juga mempunyai hak untuk melakukan tindakan dan perbuatan 

didalam perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya, namun jika melakukan 

tindakan dan perbuatan tidak sesuai dengan amanat yang disematkan dalam 

perseroan tersebut maka tindakan dan perbuatan itu akan menjadi tanggung 

jawab sampai kepada harta pribadinya jika terjadi kepailitan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas dapat dimaknai 

permasalahan yang akan diteliti ialah mengenai bagaimana pertanggung 

jawaban direksi dan komisaris terhadap pailitnya perseroan terbatas menurut 

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan ? 

C. Metode Penelitian 

 
2 Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum 

Perusahaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 56. 
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Kajian mengenai penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis 

normatif, dimana pendekatan berdasarkan putusan Putusan Nomor : 706 

K/Pdt.Sus-Pailit/2021, yang secara konseptual, atas pendekatan tersebut 

digunakan beberapa bahan hukum primer lainnya relevan dengan objek kajian 

terhadap tanggung jawab direksi dan komisaris beserta akibat hukumnya, dan 

juga didukung bahan lainnya berupa buku, jurnal serta sumber lain secara 

teoritis guna menemukan jawaban atas problematika hukum berkenaan 

tekhnik deskriptif analisis bahan hukum tersebut. 

D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan pemaparan yang sebelumnya, telah dijelaskan pula bahwa 

Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perseroan 

Terbatas No. 40 Tahun 2007 ialah yang selanjutnya disebut perseroan, adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini serta peraturan pelaksananya.3 

Dapat dimengerti bahwa perseroan harus berbadan hukum 

sebagaimana tercantum dan termaktub dalam definisi diatas, sudah pasti 

terdapat mengenai Akta Pendirian Perseroan yang dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang, dalam hal ini ialah notaries, dimana Akta Pendirian 

Perseroan tersebut terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Azasi 

Manusia. Maknanya bahwa perseroan tersebut secara tindak tanduknya dalam 

melakukan kegiatan usahanya sudah dibatasi atas apa yang menjadi hal utama 

dalam kegiatan usaha tersebut dan sesuai dengan aturan berlaku, dengan kata 

lain Akta Pendirian Perseroan ini ialah Legal Standing daripada Perseroan. 

Frase selanjutnya bahwa dalam perseroan terdapat perjanjian, 

maknanya ialah bahwa perseroan yang didirikan tidak boleh memiliki organ 

yang tunggal dalam menjalankan bidang usahanya yang terdaftar. Perjanjian 

ini mempunyai dua sisi pemaknaan, yaitu pertama karenanya adanya 

persekutuan modal sebagai modal dasar maka perlu adanya perjanjian sebagai 

bentuk perikatan yang mengikat berbagai pihak secara hukum apabila terjadi 

tindakan diluar wewenangnya, kedua bahwa berdasarkan kegiatan usaha yang 

dijalankan perlu pembatasan tentang apa saja yang harus dilakukan sebagai 

pedoman utamanya. 

Selanjutnya ialah modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham, 

merupakan bentuk nilai yang disepakati untuk membentuk perseroan. Nilai 

disini diartikan sebagai bahan untuk bisa membuat produk, melakukan 

berbagai bentuk jasa, hingga melakukan perantaraan atas kategori marketnya. 

 
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1. 
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Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan 

komisaris.4 Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah 

organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 

direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-

undang ini/anggaran dasar.5 Adapun Direksi adalah organ perseroan yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta 

mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar.6 Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang 

bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.7 

Sehingga diketahui, perseroan tidak dapat berjalan dengan sendirinya, 

melainkan perlu adanya sistem atau mekanisme khusus untuk menjalankan 

usahanya. Mekanisme ini berfungsi untuk saling evaluasi satu sama lain, 

sebab mempunyai peran dan fungsinya masing-masing yang dapat membuat 

perseroan tersebut berjalan sebagaimana mestinya hingga menjadi perseroan 

yang berskala besar. 

Paradigma inilah yang terpendam dalam setiap berfikir individu, 

namun dalam perjalanannya perseroan terkadang mengalami pasang surut 

(fluktuatif) dan bahkan terkadang tidak sedikit perseroan mengalami krisis 

fundamental tak bisa teratasi secara internal perseroan, dan kondisi inilah yang 

disebut sebagai pailit. 

Kepailitan secara definisi adalah sita umum atas semua kekayaan 

debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator 

dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini.8 Dalam aturan tersebut, perusahaan dinyatakan pailit artinya ketika 

debitur (pemilik utang) mempunyai dua atau lebih kreditur (pemberi utang) 

tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (arti pailit). 

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau 

undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.9 Debitor adalah orang 

yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang 

pelunasannya dapat ditagih dimuka dipengadilan. Dan debitor pailit adalah 

debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. 

 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004, Pasal 1. 
9 Ibid. 
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Status pailit adalah berlaku ketika sudah ada putusan Pengadilan 

Niaga, baik berasal dari permohonan sendiri maupun satu atau lebih kreditor. 

Dan status pailit disini sudah adanya peralihan harta kekayaan debitor oleh 

kurator selaku pihak yang menanganinya. Kurator adalah balai harta 

peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk 

mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan hakim 

pengawas sesuai dengan undang-undang ini.10 

Sementara pada perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, 

belum tentu kondisi keuangannya sekarat. Banyak kasus perusahaan yang 

dinyatakan dalam arti pailit, kondisi keuangannya masih sehat dan beroperasi 

normal. Status kepailitan adalah juga bisa berujung pada kebangkrutan, jika 

aset perusahaan tak cukup untuk membayar kewajiban. Artinya, perusahaan 

yang dinyatakan pailit tak lagi memiliki aset dan tak bisa lagi beroperasi yang 

berujung pada gulung tikar. Yang perlu diketahui, selain permohonan pailit, 

debitur atau kreditur juga bisa memohon adanya PKPU ke pengadilan untuk 

mencari jalan tengah penyelesaian kewajiban. PKPU artinya memberikan 

kesempatan bagi debitur untuk dapat mengatur pembayaran kewajibannya 

yang jatuh tempo sesuai kesepakatan dengan pihak kreditur. 

Apabila permohonan PKPU dikabulkan, pengadilan akan memberikan 

waktu maksimal selama 45 hari untuk memberikan kesempatan kepada debitur 

untuk mengajukan rencana perdamaian. Kemudian jika pada hari ke-45 belum 

ada kreditur yang memberikan suara terkait rencana debitur, maka pengadilan 

akan memberikan waktu lagi maksimal selama 270 hari. Namun, apabila 

rencana perdamaian ditolak, maka pengadilan akan langsung menetapkan 

pailit sesuai dengan UU Kepailitan. 

E. Pembahasan 

1. Posisi Kasus 

Putusan Nomor : 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, amar putusan pertamanya 

menolak permohonan kasasi dari para pemohon, dan kedua memperbaiki amar 

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 

5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020 Jo Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2019 PN. 

Niaga Surabaya, tanggal 11 November 2020, sehingga amar selengkapnya 

sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi dari para tergugat tidak dapat 

diterima. Dalam Pokok Perkara: 

a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 

b. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan 

Tergugat V untuk turut bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung 

renteng, 

 
10 Ibid. 
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c. Menyatakan harta pribadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat 

IV, dan Tergugat V untuk membayar kewajiban yang tidak terlunasi dari 

harta/boedel pailit, dan; 

d. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. 

Artinya bahwa dalam perkara tersebut yang diajukan pada peradilan 

ditingkat Mahkamah Agung terdapat pandangan secara tajam, mengingat 

bahwa organ perusahaan sebagai indikator awal mula perseroan dapat berjalan 

dengan baik atau tidaknya menjadi hal utama untuk dikembangkan mendasar. 

Peran organ dalam perseroan mempunyai hal yang signifikan sebagai wadah 

suatu organisasi berbadan hukum, dan mempunyai implikasi dari tiap-tiap 

organ yang ada didalam perseroan. 

Seperti yang dikemukakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung 

dimana organ perusahaan sebagai para tergugat dinyatakan harus bertanggung 

jawab secara pribadi dan tanggung bersama untuk melunasi hutang perseroan 

hingga harta pribadinya. Pernyataan yang diungkapkan oleh majelis hakim 

mempunyai dasar tersendiri, sebab saat dilakukan proses penundaan 

pembayaran kewajiban utang dari para kreditor tidak dapat terlaksana dengan 

baik meskipun diberikan waktu yang cukup. 

Dalam prosesnya terdapat tidak persesuaian yang mengakibatkan para 

kreditor baik separatis maupun konkuren tidak setuju untuk menyelesaikan 

perkara ini dari persetujuan yang diajukan oleh organ perseroan tersebut, 

sehingga menyebabkan deadlock dari para pihak baik kreditor dan debitor. 

Dengan demikian dalam perkara ini majelis hakim dalam amar putusan diawal 

menyatakan bahwa perseroan dinyatakan pailit dengan segala akibat 

hukumnya. 

Makna itulah yang memandang bahwa perseroan yang berbadan 

hukum beserta organ yang ada diperseroan tersebut dianggap tidak akan bisa 

melakukan tindakan apapun mengenai kegiatan usaha dan penambahan dalam 

modal dasar dalam bentuk saham. Khususnya mengenai organ yang terdiri 

dari direksi dan komisaris ini akan terus berlanjut hingga perseroan tersebut 

mampu melakukan pembayaran utang secara menyeluruh baik dengan 

assetnya ataupun hal lainnya. 

Dalam peranan direksi dan komisaris seperti diatas, juga telah 

ditetapkan pihak yang akan mengevaluasi harta kekayaan perseroan melalui 

balainya berupa kurator selaku pihak yang mengidentifikasi segala bentuk 

harta perseroan dari terbesar hingga terkecil yang dapat dijadikan nilai untuk 

melunasi utangnya. Akan tetapi dalam perkara ini terdapat pihak lain sebagai 

kurator yang mengidentifikasi atas segala bentuk harta perseroan dari terbesar 

hingga terkecil mendapat kendala yang berarti, sehingga kurator melakukan 
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tindakan hukum berupa pengajuan gugatan lain-lain kepada pengadilan niaga 

dimana berdomisili hukum perseroan tersebut berada. 

Pengajuan gugatan lain-lain yang diajukan oleh kurator dikarenakan 

terdapat beberapa harta kekayaan perseroan yang masih ditutupi untuk tidak 

disertakan sebagai asset perseroan, dan juga prilaku dari direksi serta 

komisaris tidak bertindak secara kooperatif untuk memberikan solusi yang 

komprehensif. Pada dasaranya tindakan yang bersifat menutupi harta 

perseroan dan tidak kooperatif mengindikasikan bahwa dalam perseroan yang 

dijalankan oleh direksi maupun komisaris terdapat tindakan diluar batas sesuai 

dengan anggaran dasar perseroan. 

2. Tanggung Jawab Direksi 

Dalam Pasal 104 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas menyatakan11 :  

a. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan 

sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan 

RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 

b. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena 

kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk 

membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, 

setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab 

atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. 

c. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga 

bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat 

sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum 

putusan pernyataan pailit diucapkan. 

d. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: 

1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan 

penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun 

tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan 

4) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. 

 
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 104. 
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5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat 

(4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit 

berdasarkan gugatan pihak ketiga. 

Berdasarkan persesuaian yang termaktub dalam pasal 104 ayat 2 dan 3 

diatas dapat dinyatakan bahwa direksi menjadi bertanggung jawab terhadap 

perseroan sebagaimana dikatakan oleh majelis hakim dalam perkara 706 

K/Pdt.Sus-Pailit/2021, dimana  dianggap sudah tepat, jelas, terperinci. Karena 

upaya yang dilakukan oleh pihak lain terhadap direksi perseroan ini dilakukan 

berbagai upaya hukum namun direksi tetap melakukan perlawanan yang pada 

akhirnya dinyatakan oleh majelis hakim perlawanan ditolak dalam eksepsi 

serta tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian perseroan mengalami 

kepailitan. Didalam kepailitan dimaksud hingga pribadi dan tanggung renteng 

dikarenakan sikap dan prilaku direksi telah diduga lalai dalam mengemban 

amanah. 

3. Tanggung Jawab Komisaris 

Selain Direksi sebagai organ perseroan juga terdapat komisaris, sesuai 

dengan Pasal 115 Undang-Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas menyatakan12 : 

a. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan 

Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang 

dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk 

membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap 

anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung 

jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. 

b. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi 

anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun 

sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. 

c. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas 

kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat 

membuktikan: 

1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

2) telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-

hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan; 

3) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan 

kepailitan; dan 

 
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 115. 
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4) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya 

kepailitan. 

Dari dasar pasal ini juga diketahui bahwa komisaris ketika tidak 

mampu melakukan pengawasan karena kelalaiannya terhadap direksi akan 

ikut bertanggung jawab terhadap perseroan apabila mengalami kepailitan, 

sejatinya komisaris merupakan benteng terakhir dalam jajaran penting 

diperseroan, maka dari itu kesalahan kecil saja yang berdampak buruk 

terhadap perseroan maka komisaris dinilai sampai keharta pribadinya serta 

tanggung renteng atas pertanggung jawabannya. 

Jadi sudah sangat jelas mengenai perkara ini, organ perusahaan berupa 

direksi dan komisaris karena terdapat kelalaiannya yang menyebabkan 

perseroan mengalami kepailitan mesti bertanggung jawab untuk seluruhnya 

hingga kepada harta pribadinya dan bersifat tanggung renteng untuk melunasi 

setiap bagian utang perseroan kepada pihak-pihak kreditur baik separatis 

maupun konkuren. 

4. Dampak Hukum Yang Timbul Akibat Kepailitan 

Pranata hukum kepailitan atau dalam bahasa Inggris disebut 

bankruptcy, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut failliet merupakan 

pranata hukum yang dikenal banyak negara, baik yang menganut sistem 

hukum Civil Law maupun Common Law. Menurut bahasa Indonesia 

penggunaan kepailitan sebagai istilah “bangkrut”. Sedangkan dalam sistem 

hukum Common Law terkadang dipergunakan juga istilah Insolvency.13 Istilah 

Insolvency dimaksudkan sebagai suatu ketidaksanggupan membayar utang 

ketika utangnya itu jatuh tempo pada saat bisnis dari debitor akan kolaps. 

Sementara yang dimaksud dengan istilah bankruptcy,adalah status hukum dari 

debitur yang sangat khusus, status mana ditetapkan oleh Pengadilan. 

Menurut Soematri Hartono, kepaililitan adalah lembaga hukum perdata 

Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang 

tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata).14 Pasal 1131 : “menetapkan bahwa semua harta 

kekayaan debitur (siberutang ) baik benda bergerak atau benda tidak bergerak 

baik yang ada maupun yang baru aka ada dikemudian hari menjadi jaminan 

untuk semua perikatan-perikatan pribadinya”. Pasal 1132: “menetapkan bahwa 

benda-benda milik debitor tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi para 

krediturnya (siberpiutang) dan hasil penjualan benda-benda milik debitur itu 

dibagi menurut keseimbangan (proporsional) yaitu menurut besar kecilnya 

 
13 Susi Yanuarsi, Jurnal Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Direksi, 

hlm. 3. 
14 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2003), 

hlm. 90.    
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tagihan kreditor masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara kreditor ada 

alasan-alasan untuk didahulukan”. 

Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kepailitan 

ada unsur-unsur:  

a. adanya keadaan ‘berhenti membayar’ atas suatu utang  

b. adanya permohonan pailit,  

c. adanya pernyataan pailit (oleh Pengadilan Niaga)  

d. adanya sita dan eksekusi atas harta kekayaan pihak yang dinyatakan pailit 

(debitur),  

e. yang dilakukan oleh pihak yang berwenang,  

f. semata-mata untuk kepentingan kreditur. 

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara 

para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan 

untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh 

kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga 

kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak 

masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga 

yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam 

keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada 

dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu15:  

1) kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor 

tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua 

hutang-hutangnya kepada semua kreditor. 

2) kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada 

debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. 

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga 

atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep 

yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 

1131 dan 1132 KUH Perdata. 

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya 

jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan 

oleh debitor terhadap kreditur-krediturnya dengan kedudukan yang 

proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut. 

Bahwa kekayaan debitur (pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua 

krediturnya (pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak 

mendahului (hak Preferens).  

Debitur dinyatakannya pailit harus telah memenuhi dua syarat yaitu: 

memiliki minimal dua kreditur dan harus ada utang. Keharusan ada dua 

 
15 Imran Nating, Seminar Nasional Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam 

Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Jakarta. 2020). 
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kreditur yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan 

pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Karena seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai 

seorang kreditor adalah tidak ada keperluan untuk membagi asset debitor 

diantara para kreditor. 

Apabila seorang debitor telah secara resmi dinyatakan pailit maka 

secara yuridis akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:  

a) Debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas 

kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain 

sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak 

tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan; 

b) Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya;  

c) Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan 

pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan 

kepada pengadilan untuk : 

1) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan 

debitor; 

2) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha 

debitor, menerima pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau 

penggunaan kekayaan debitor (pasal 10);  

d) Harus diumumkan di 2 (dua) surat kabar (pasal 15 ayat (4). 

Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah 

dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta 

kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus 

harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator. Untuk 

menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang 

Hakim Pengawas, yang mengawasi perjalan proses kepailitan (pengurusan dan 

pemberesan harta pailit). 

F. Penutup 

1. Kesimpulan 

Tanggung jawab direksi dan komisaris atas pailitnya perseroan terbatas 

tidak hanya kepada para pemegang saham saja, tetapi juga terkait pada para 

pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan terbatas tersebut. 

Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan apabila terjadi kepailitan maka 

setiap anggota direksi dan komisaris bertanggung jawab untuk memenuhi 

kewajiban pelunasan kepada kreditur secara tanggung renteng atas kesalahan 

atau kelalaiannya tersebut. 

Direksi atau komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut 

apabila dapat membuktikan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (4) dan/atau 

Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. 
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2. Saran 

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan 

perseroan terbatas, direksi dan komisaris hendaknya dengan itikad baik dan 

atas kepentingan perseroan terbatas, bukan atas kepentingan pribadi baik 

secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga apabila perseroan 

mengalami kerugian yang menyebabkan pailit maka direksi dan komisaris 

terhindar dari tanggung jawab yang mengharuskan mereka ikut bertanggung 

jawab secara tanggung renteng untuk kewajiban pelunasan kepada kreditor. 
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